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Penelitian ini membahas al asan-alasan pembatal an penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Minimum atau
Alternative Minimum Tax (AMT) dan faktor-faktor pendorong agar kebijakan AMT dapat diterapkan di
Indonesia. Kebijakan AMT merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah
penghindaran pajak (tax avoidance). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan AMT masih belum bisa diterima karena ada beberapa al asan.
Pertama, adanya ketidaksesuaian dengan konsep kemampuan membayar. Kedua, pemerintah tidak ingin
mengambil risiko yang dapat mengganggu iklim investasi. Ketiga, adanya pengganti kebijakan AMT
dengan instrumen lain. Keempat, kebijakan AMT belum dapat memenuhi asas kemudahan administrasi
khususnya dalam asas kepastian. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat membuat kebijakan AMT
bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, kebijakan AMT memenuhi asas produktivitas penerimaan. Kedua,
adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, Pemerintah
dapat belgjar dari keberhasilan kebijakan AMT yang telah diterapkan di Filipina.

...... This study discusses the reasons for the cancellation of the Alternative Minimum Tax (AMT) policy and
the driving factors so that the AMT policy can be implemented. The AMT policy isapolicy designed by the
government to address the problem of tax avoidance. The research method used in thisresearch is
qualitative with data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this
study indicate that the AMT policy is still not acceptable. First, because it is not in accordance with the
concept of ability to pay. Second, governments are not willing to take risks that could disrupt the investment
climate. Third, because of the replacement of the AMT policy with other instruments. Fourth, because it has
not been able to fulfill the principle of ease of administration, especially in the aspect of certainty. There are
several driving factors that can make AMT policies work. First, because this policy fulfills the principle of
revenue of productivity. Second, because of the common understanding between the government and the
House of Representatives (DPR). Third, isto learn from the success of the AMT policies that have been
implemented in the Philippines.
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